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BAB 3
ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH








PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Dari berbagai pembahasan dan hasil kajian, ada beberapa catatan penting yang mendapatkan perhatian untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur. Secara umum, ada lima permasalahan utama yang dapat dirumuskan   yaitu:
(1) Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur; 
(2) Transformasi ekonomi yang belum sepenuhnya mampu diunggulkan; 
(3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui pembangunan di bidang Infrastruktur;
(4) Penurunan kualitas lingkungan hidup; dan 
(5) Pemerintahan yang belum mencapai kinerja yang prima dan akuntabel. 

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak menyimpang dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah dari setiap  permasalahan tersebut.  

	
1. Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur




a. Bidang Pendidikan
	Keseriusan dalam mengoptimalkan target di bidang pendidikan untuk mencapai target angka partisipasi pendidikan di atas 12 tahun atau minimal lulus SMA bahkan setara Diploma  masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penyiapan SDM yang tepat guna dan kompetitif masih perlu dipertegas dan didorong melalui pendidikan siap pakai yaitu melalui pendidikan kejuruan baik politeknik maupun pendidikan vokasi lainnya.  

	Lulusan yang siap mengisi berbagai kegiatan ekonomi   khususnya penciptaan industri kreatif dan berbasis teknologi maupun kerakyatan sangat diharapkan karena Kalimantan Timur memiliki potensi pengembangan yang tinggi tanpa harus bergantung pada kegiatan ekonomi dasar yang bersifat ekstraktif sumber daya alam.  Inovasi pendidikan yang sesuai dengan situasi daerah dan kreasi di berbagai bidang, termasuk bidang usaha pariwisata, penemuan dan peningkatan produksi energi baru dan terbarukan, konservasi dan pengembangan jasa lingkungan, dapat mendorong pembangunan dan perekonomian daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan dan bidang ekonomi sangat kuat dan perlu kajian pengembangan pendidikan vokasional yang tepat dan berdaya guna. Untuk itu, Pemerintah Kaltim harus memiliki program utuk meningkatkan kualitas SDM melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM. Kebijakan tersebut dapat melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, perluasan akses pendidikan, pengembangan pendidikan ketrampilan serta pengembangan program studi sesuai dengan bidang peminatan seperti SMK, Politeknik, dan sebagainya. PemerintahKaltim harus mampu mengatasi tingginya angka putus sekolah. Selain itu, dari sisi pendidik juga harus ditingkatkan kualitasnya, di mana salah satunya adalah melalui pendidikan sertifikasi guru sesuai dengan aturan pemerintah guna meningkatkan  mutu pengajarannya. 


b. Bidang Kesehatan
	Selain peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pencegahan maupun pengobatan penyakit dan mendorong pola hidup sehat juga menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan oleh Pemerintah kaltim. Sebagaimana dijabarkan bahwa jumlah dan sebaran tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum tersedia secara merata dan maksimal di Kalimantan Timur. Untuk itu peningkatan kualitas pelayanan sejak bayi hingga lahir dan berkembang menjadi manusia dewasa sangat diperlukan, juga untuk meningkatkan angka harapan hidup, kesehatan ibu dan anak. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan promosi pemberdayaan masyarakat menuju hidup sehat serta standarisasi kualtias layanan kesehatan merupakan hal yang secara cepat harus dilakukan.  Minimnya ketersediaan data di bidang kesehatan menyebabkan sulitnya untuk menentukan kebutuhan spesifik per daerah, termasuk ketersediaan data penyakit yang ditimbulkan akibat terjadinya gangguan lingkungan. 

	Selain itu, peningkatan bidang kesehatan harus dikaitkan dengan penyediaan infrastuktur untuk memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan seperti Puskesmas maupun Rumah Sakit. Sehingga, dalam setiap program pengembangan jaringan transportasi, sarana air bersih, maupun pengembangan suatu kawasan harus memperhatikan kebutuhan bidang/sektor lainnya, termasuk khususnya untuk kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan.  


c. Bidang Ketenagakerjaan
	Angka partisipasi penduduk usia kerja yang bekerja sesuai dengan keahliannya merupakan indikator utama untuk mengetahui apakah angkatan kerja yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maupun dalam penciptaan usaha mandiri.  Pengurangan angka pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator keberhasilannya, sekaligus sebagai indikator yang menunjukkan penciptaan lapangan kerja baru. Pengembangan Balai Latihan Kerja dan penyesuaian pendidikan dengan program kejuruan sesuai kebutuhan daerah serta sertifikasi profesi perlu dikembangkan secara cepat agar angkatan kerja di Kalimantan Timur dapat mengisi berbagai profesi pekerjaan yang ditawarkan. 

Upaya pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi di Kalimantan Timur juga harus diantisipasi sejak dini agar berbagai upaya yang akan dilakukan dapat disikapi secara terintegrasi. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang tersedia rata-rata masih di bawah SMA.  Banyaknya lulusan SMA yang mencari kerja menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan penyiapan SDM sebagai tenaga kerja siap pakai masih belum memenuhi harapan. Dampaknya adalah masuknya tenaga kerja dari luar Kaltim dengan keahlian dan ketrampilan yang lebih tinggi yang akan menikmati peluang kerja di Kaltim.



	2. Transformasi Ekonomi Yang Belum Sepenuhnya Mampu Diunggulkan



a. Masih Adanya Kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Yang Belum Optimal.

	Belum meratanya pembangunan di Kaltim masih menyisakan pekerjaan berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya gap antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Terbatasnya lapangan usaha selain usaha tradisional masyarakat juga menjadi salah satu unsur ketertinggalan. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi wilayah-wilayah pengembangan usaha tersebut.  Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil membawa mereka keluar dari kemiskinan atau hidup pra sejahtera. Oleh karena itu program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakata miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna. 

	Tidak meratanya penyebaran penduduk mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit untuk dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

b. Peningkatan  Pertumbuhan Usaha Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan. 
	Koperasi dan UMKM merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang terbukti memiliki ketahanan yang lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi. Dukungan IPTEK, akses finansial, dan akses pemasaran, serta jaminan keberlanjutan usaha merupakan kata kunci untuk pembangunan ekonomi daerah termasuk pengendalian capital outflow. Penciptaan model ekonomi kreatif sangat diperlukan, diikuti dengan penyiapan SDM yang tepat. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah dapat ditingkatkan melalui bantuan peningkatan produktivitas, penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung, hilirisasi dan pemasaran pasca produksi.  Demikian pula dengan berbagai program peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian guna mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau. Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis dilakukan terintegrasi hulu – hilir dan dibungkus dalam strategi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.  Dengan demikian, ekonomi Kaltim akan tumbuh secara berkelanjutan dengan dimensi jangka panjang. Evaluasi terhadap kinerja pembangunan ekonomi di masa lalu yang didominasi dengan usaha yang bersifat ekstraksi sumberdaya alam tanpa tindak lanjut kepada industri olahan perlu dilakukan. Ketahanan ekonomi dari goncangan faktor eksternal harus diminimumkan dan ketergantungan pada sektor unggulan utama harus diimbangi dengan hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal menuju transformasi ekonomi yang diharapkan.


c. Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan industri serta jasa perdagangan. 

· Penanaman Modal Daerah
	Peningkatan peluang investasi dan kemudahan perijinan   melalui dukungan regulasi yang tepat, efisien guna menjamin keberlanjutan usaha sangat mendesak dilakukan agar tercipta diversikasi usaha yang maksimal, tidak hanya terpaku pada pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor produksi.  Dukungan penguatan investasi daerah diperlukan untuk menghadapi banjir usaha dan penanaman modal asing serta goncangan pasar global. Kesigapan Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan KSP-KSP yang telah ditetapkan dan didukung dengan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan diperlukan sebagai penunjang peningkatan daya tarik investasi daerah. Dukungan operasional agar tercipta kesempatan investasi di daerah masih sangat terbatas. Infrastruktur kawasan pengembangan ekonomi masih sangat terbatas dan pengembangannya masih memerlukan integrasi antar sektor secara lebih terpadu. 

· Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Transformasi ekonomi dengan menekankan pada sektor agribisnis khususnya perkebunan masih belum optimal. Hasil perkebunan masih belum mampu menciptakan nilai tambah daerah yang signifikan karena pengolahan dan hilirisasi produksi belum terjadi secara maksimal. Kebijakan perkebunan masih perlu ditingkatkan agar dicapai pengelolaan terbaik (best management practices) terkait penggunaan lahan, produktivitas, termasuk pengelolaan limbah dan ketahanan ekosistem. Mata rantai usaha perkebunan dan pertanian harus dikelola secara efisien dan maksimal dalam penciptaan nilai tambah. 

	Pemenuhan kebutuhan pangan masih perlu dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengartiannya. Ketahanan pangan yang ideal bagi Kalimantan Timur adalah melalui swasembada pangan yang bersumber dari hasil pertanian rakyat yang beragam jenis dengan mengurangi ketergantungan pangan yang berasal dari pasar impor dan memutus rantai distribusi yang merugikan masyarakat.  Kepatuhan pada alokasi lahan pertanian harus dijaga, kesehatan ekosistem pendukung usaha pertanian juga harus dipertahankan guna keberlanjutan sektor pangan dalam jangka panjang. Alokasi lahan untuk kegiatan pertanian dipertahankan dan dimanfaatkan secara maksimal dengan prinsip berkelanjutan.

Peningkatan nilai tambah dan perluasan mata rantai industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui perbaikan industri dan kemudahan perijinan investasi hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas bagi terlaksananya program transformasi ekonomi di bidang agribisnis. Pengembangannya   meliputi pengembangan industri olahan skala mikro hingga makro, baik skala kecil hingga skala industri berbasis klaster, dan didorong secara seimbang untuk menghindari ketimpangan kesempatan berusaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi dan percepatan transformasi ekonomi antara lain adalah:

· Usaha di bidang kehutanan

	Pengelolaan usaha berbasis hasil hutan belum optimal. Fokus utama pembangunan kehutanan pada komoditi kayu harus menjadi dasar kebutuhan industri perkayuan sehingga lebih dapat mendapatkan nilai tambah.  Namun demikian perlu dipertegas dalam kebijakan bahwa industry berbasis kayu hanya benar-benar yang berasal dari Hutan Produksi, Hutan Tanaman Industri, tanpa mengganggu Hutan Alam, Hutan Konservasi, maupun Hutan Lindung. Untuk komoditi kayu juga harus dikembangkan menjadi pemanfaatan turunan lain, seperti pemanfaatan untuk kayu energi. Selain itu, pengembangan produksi hasil hutan non kayu, seperti madu, biofarmaka, getah-getahan, dan lainnya perlu dikembangkan karena melalui pengembangan produk-produk ini sekaligus akan menghasilkan kegiatan konservasi dan pemeliharaan hutan. 

 
· Usaha di bidang Perkebunan

	Pembangunan perkebunan masih berfokus pada kelapa sawit. Pengembangan komoditas lain seperti lada, kopi, kakao, karet, dan lainnya, masih kurang dikembangkan secara optimal. Hal ini tampak dalam kontribusi sub sektor pertanian. Industri hilir untuk hasil perkebunan dengan membuka peluang industri di Kalimantan Timur sudah mendesak untuk dikembangkan guna meningkatkan hasil usaha industri perkebunan. Rencana hilirisasi industry kelapa sawit di beberapa KSP harus segera dilaksanakan. Demikian pula hilirisasi untuk komoditi perkebunan lainnya.  


Box 3.1: Studi Master Plan Pembangunan Ekonomi Hijau 2016-2030 KSP Maloy terkait Pola Pengelolaan Perkebunan dan Pembangunan Kawasan
KSP Maloy direncanakan untuk mengembangkan industri turunan CPO dan memerlukan 2,9-5,8 juta ton CPO. Dalam konteks kebijakan nasional dan daerah, KSP Maloy memiliki 4 isu strategi yaitu:
a. Pusat pengolahan industri pertambangan dan sumber energi nasional,
b. Kluster industri oleochemichal,
c. Pengembangan komoditas minyak kelapa sawit, dan
d. Pusat energi dan agroindustri.

Namun kenyataannya produksi saat ini dari sumber yang potensial (tahun 2014) diperkirakan hanya tersedia 20%-33% dari kebutuhan yang ditargetkan. KSP Maloy terdiri dari KIPI Maloy 1 (1.000 ha) di mana dirancang untuk perluasan KIPI Maloy 2 (4.305 ha) untuk mengakomodasikan perluasan industri dan menciptakan nilai tambah dari industri turunan CPO. Pembangunan KSP Maloy harus dimasukkan ke dalam pembangunan ekonomi daerah dan agenda transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur demi keberlanjutan daya dukung dari potensi sumber daya alam di wilayah kegiatan dan jasa lingkungan di area yang berpotensi terdampak.
Skenario intervensi ditujukan untuk mengaktualisasikan pergeseran paradigma dari ekonomi coklat ke ekonomi hijau dan mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan ekonomi hijau KSP Maloy seperti rasio pendapatan petani, tutupan lahan, tingkat bahaya erosi (EDL), Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVA) atau potensi kehilangan HCV, dan emisi CO2 menunjukkan tren negatif dalam kerangka agenda ekonomi hijau. Secara umum rekomendasi hasil kajutan KSP Maloy dapat dijelaskan pada tabel Skenario Intervensi pembangunan ekonomi Hijau KSP Maloy 2016-2030:
Kebijakan
Program
Tahun
Percepatan investasi dan pembangunan 26 unit industri turunan CPO
· Memperkuat kelembagaan KSP Maloy
2016-2017

· Percepatan proses sertifikasi lahan
2016-2017

· Pengembangan forum bisnis KSP Maloy
2016-2017

· Finalisasi operasional secara penuh infrastruktur zona industri
2016-2018

· Pelaksanaan industri turunan CPO pertama di Cluster – One Area (C-1 Area)
2019

· Pembangunan 26 unit industri turunan CPO tercapai
2020-2030
Meningkatkan 30% perkebunan kelapa sawit rakyat.
· Akselerasi rencana tata ruang mikro untuk mengamankan zonasi secara rinci dan batasan hutan Negara serta hak masyarakat atas tanah
2016-2022

· Penegakan hukum penerapan pemberian 20% wilayah untuk perkebunan rakyat
2016-2022
Kebijakan pembangunan untuk meproteksi 16% area konsesi perkebunan kelapa sawit untuk konservasi
· Pengembangan Forum Multi Stakeholder tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau
2016

· Diseminasi isu dan penetapan proses kebijakan pada 16% area konservasi di perkebunan kelapa sawit
2016-2017

· Penegakan hukum penerapan kebijakan 16% area konservasi
2017-2022
Penurunan 10% emisi dari industri turunan CPO
· Pembangunan NDC Kalimantan Timur
2017-2018

· Menentukan kesiapan dan implementasi NDC di KSP Maloy
2019 - 2030
Sumber: Lapoarn Akhir, Model System Dynamics untuk Pembangunan Ekonomi Hijau 2016-2030 KSP Maloy, Provinsi Kalimantan Timur, GGGI – Bappeda Kaltim, 2016.


.







	Target pengurangan ketergantungan pada sumberdaya alam tidak terbarui harus dimulai dan disiapkan teknologi pengganti sumberdaya alam tak terbarukan. Keduanya diterapkan seiring dengan pemanfaatannya. 




· Usaha di bidang Kelautan, Perikanan, dan Peternakan
	Pengembangan sektor perikanan, kelautan, dan peternakan masih belum optimal dan harus menjadi perhatian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sumber protein daerah. Optimalisasi usaha produksi perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan air tawar untuk diproduksi dan dikonsumsi masyarakat daerah maupun sebagai komoditi ekspor masih memiliki peluang yang luas.  Minimnya kajian dan data di bidang usaha perikanan dan kelautan menunjukkan bahwa perhatian pada sektor tersebut masih rendah. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berbasis pada usaha kerakyatan akan mampu menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat.  Demikian pula dengan usaha di bidang peternakan yang masih dapat dikembangkan melalui penyadaran dan keterlibatan masyarakat maupun dengan investor. Budaya usaha di bidang perikanan dan kelautan dapat kembali digiatkan. 

· Energi Baru/Terbarukan
	Ketergantungan sumber energi yang masih berbasis sumber daya alam (terutama batu bara) masih dominan. Pengembangan energi baru dan terbarukan masih sangat berpotensi dan dalam jangka panjang diperlukan untuk menggantikan sumber energi yang ada saat ini. Pemanfaatan limbah perkebunan maupun ketersediaan sumber energi terbarukan masih perlu dikembangkan dan menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan energi daerah yang berkelanjutan dan rendah emisi.  

· Industri
	Hilirisasi industri dan penciptaan sektor-sektor industri baru masih rendah. Kinerja industri harus dapat dilihat dari rasio nilai ekspor industri olahan terhadap PDRB, pertumbuhan jumlah usaha, ketergantungan bahan baku impor, serta ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan usaha yang inovatif. Dukungan kebijakan industri diperlukan untuk mengurangi tingginya hasil usaha produksi yang lari ke luar Kalimantan. 

· Perdagangan
	Standarisasi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur agar mampu memasuki pasar nasional dan global merupakan pekerjaan yang harus segera dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menghadapi serbuan penerapan Masyarakat Ekonomi Asia maupun pasar global lainnya. Peningkatan keandalan produksi dan dukungan perdagangan dan dukungan penciptaan pasar perdagangan modern diperlukan.   Tantangan global atas hasil perdagangan yang tidak dapat dihindari.  Keunggulan SDM dalam mengelola dan melaksanakan perdagangan masih sangat rendah. 

· Pengembangan dan Pelaksanaan KSP strategis dan berkelanjutan
	Rencana pengembangan KSP-KSP di Kalimantan Timur masih belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kepastian lahan dan keterlibatan investor untuk mengisi kawasan strategis provinsi belum digarap secara maksimal, penyiapan lahan kawasan dan infrastruktur pendukung kegiatan industri perlu ditingkatkan dan dipercepat pelaksanaannya. Kajian atas pengembangannya agar bersifat investasi hijau dan berkelanjutan perlu dilakukan agar terbentuk pola pengembangan kegiatan ekonomi yang terencana dan terprogram dengan baik sesuai dengan kaidah investasi hijau dan berkelanjutan. 

· Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata secara terpadu menyangkut aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya masih belum digarap sebagai unggulan daerah yang dapat dikembangkan sebagai peluang ekonomi kreatif. Hal ini perlu didorong dengan menggali kreativitas masyarakat dan kekayaan budaya lokal serta kekayaan alam, dan dikembangkan melalui jaringan informasi dan promosi pariwisata secara efektif yang didukung sarana informasi teknologi. Peningkatan peran aktif masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya pembangunan pariwisata masih sangat diperlukan karena sektor inilah yang akan mampu bertahan dalam jangka panjang sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya, sosial, dan lingkungan. 




	3. 
4. 3. Infrastruktur yang belum optimal



a. Penataan Ruang Yang Belum Optimal
	Koneksi antara penataan ruang dengan pembangunan sektoral sebagai dasar perijinan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan operasionalnya harus dilaksanakan secara maksimal guna menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis lahan dan pertumbuhan rendah karbon. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan daya dukung lingkungan dapat dihindari dengan kepatuhan penerapan peraturan ruang.  

	Integrasi penataan ruang dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan baik terhadap aksesibilitas transportasi, kebutuhan areal permukiman dan pembangunan perkotaan/perdesaan, pengembangan kawasan industri, dan berbagai kebutuhan ruang lainnya  perlu dilakukan sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah berbasis penataan lingkungan dan rendah karbon.  

b. Pembangunan infrastruktur 
	Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan Kabupaten/Kota untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi sungai dan udara, serta akses sanitasi dan air bersih, ketersediaan air baku, mitigasi resiko bencana alam, yang dilakukan melalui infrastruktur hijau dan hemat energi serta terpadu untuk menghindari degradasi lingkungan masih menjadi pekerjaan penting yang mendesak dilakukan.  Perbaikan jaringan distribusi listrik dan pengadaan akses baru untuk daerah terpencil perlu dikuatkan khususnya dengan penciptaan sumber energi terbarukan. Pemantapan sarana air bersih maupun sarana pengairan lainnya perlu dikaji dan diselaraskan dengan program pembangunan lainnya melalui kajian hidrologi, keberlanjutan sungai dan air permukaan, serta pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.

c. Peningkatan Konektivitas 
	Perencanaan peningkatan konektivitas yang membantu percepatan akses menuju kawasan strategis maupun ke pusat-pusat pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota khususnya untuk menunjang Kawasan Strategis Provinsi setidaknya di Muarataua, Balikpapan – Paser Penajam Utara (Kariangau – Buluminung), Maloy, dan Bontang dapat diprioritaskan baik melalui sarana transportasi darat, udara, maupun sungai. Prioritas pengembangan konektivitas disesuaikan dengan prioritas pembangunan. 

d. Komunikasi dan Informatika 
	Pengembangan sarana komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan semua sektor pembangunan masih perlu ditingkatkan khusunya untuk menjangkau kawasan terluar dan tertinggal. Pengembangan ini akan mengurangi keterisolasian. Kecepatan informasi juga berguna untuk pemantauan dan penanggulangan masalah sosial, kelancaran pembangunan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan, serta pengendalian bencana lingkungan, sekaligus mendukung peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. 


	
4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup




a. Tata guna lahan
	Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur khususnya yang berasal dari alih fungsi dan pembukaan lahan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. 

	Berbagai program rencana pengelolaan kawasan baik melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kehancurannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan. 

	Pemanfaatan dan pengedalian ruang sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan sebagai penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang sehat dan pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diangkat menjadi isu strategis pembangunan Kalimantan Timur dalam jangka panjang. 


b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Belum Mampu Menjadi Rambu-Rambu
	IKLH yang dihitung belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Kepatuhan pada peraturan lingkungan hidup dan konsistensi pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan peningkatannya harus dijalankan secara wajib oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah di dalam menetapkan Kebijakan, Rencana, dan Program Daerah. Keberlanjutan ekosistem menjamin keberlanjutan pembangunan.  Kontinyuitas dan konsistensi pengukuran IKLH sangat diperlukan sehingga pemantauan kualitas lingkungan dan pengendaliannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

	Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana alam yang terjadi.    Di samping itu, tutupan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan lahan semakin berkurang akan berakibat pada semakin berkurangnya wilayah tangkapan air dan tingginya kerentanan lahan.

c. Emisi dan Perubahan Iklim
	Saat ini, Kalimantan Timur harus membuktikan bahwa isu pengurangan emisi dan perubahan iklim adalah sesuatu yang bisa diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata. Kesempatan datang dari terpilihnya Kalimantan Timur sebagai wilayah program pengurangan emisi melalui pembayaran berbasis kinerja (FCPF Carbon Fund). Program ini akan menjadi percontohan bagi program serupa di wilayah Indonesia lainnya. Karenanya, penting untuk memastikan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi bisa diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah ke depan, sehingga kinerja dan dampaknya bisa dikelola langsung oleh pemerintah, baik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

	Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi GRK dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya   tersedia   untuk tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia.  (KLHK 2015). Sedangkan Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi.  Sekuistrasi bersih sebesar 23 juta ton CO2 pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO2 atau sekita 12,5 juta ton CO2 per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013. 

Tabel 3. 1 Tingkat emisi GRK bersih di Kalimantan Timur periode 2012-2015 berdasarkan sektor (dalam ton CO2-eq)
	Tingkat emisi aktual
	2012
	2013
	2014
	2015

	Perubahan tutupan lahan
	31.875.397
	10.276.303
	(23.831.368)
	31.687.814

	Energi  
	17.735.772
	16.387.521
	16.602.555
	15.477.942

	Limbah
	820.831
	1.039.280
	1.389.064
	1.498.511

	Pertanian dan Peternakan
	1.375.264
	1.541.683
	1.645.613
	1.729.551

	Kalimantan Timur
	51.807.264
	29.244.787
	(4.194.136)
	50.393.818




	
5. Pemerintahan Dengan Capaian Kinerja Yang Prima dan Akuntabel



a. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Dasar
	Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik yang dapat diikuti oleh semua bidang pelayanan umum, serta tindak lanjut yang memadai dan akurat merupakan kata kunci keberhasilan pemerintah. Akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja sangat penting untuk menentukan inovasi dan perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu peningkatan kapasitas aparatur daerah secara tepat dan penerapan evaluasi kinerja aparat untuk mendukung profesionalitas kerja merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan tentang Aparatur Sipil Negara perlu diperkuat. 

	Kemampuan untuk melakukan kajian atas Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan dan menghindari tumpang tindih pelaksanaannya sehingga merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan, serta penegakan peraturan dan pelaksanaannya agar terbangun kepatuhan atas perarturan yang telah dikeluarkan perlu dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Pembiaran atas berbagai masalah baik dalam proporsi kecil/ringan hingga besar/berat akan membebani kinerja pemerintah secara keseluruhan.  

b. Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat
	Transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan. Semua OPD didukung untuk menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan data dan mempublikasikannya secara rutin dan terbarui (update), serta mudah dipahami. Keseragaman dan kontinuitas data dan informasi sangat penting untuk ketepatan perencanaan dan penentuan kebijakan daerah. 

	Keterbukaan ini akan mendorong kinerja aparat pemerintah daerah yang dapat dioptimalkan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai peningkatan hasil capaian pembangunan dan daya saing daerah. Di samping itu, keterbukaan informasi   yang diikuti dengan sinergi program dan kerja sama lintas sektor yang didukung oleh DPRD pada ranah legislasi, pengawasan, penganggaran perlu ditingkatkan sehingga menjamin keberhasilan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja dan akuntabel. 

	Keterbukaan informasi juga akan mendukung percepatan validasi data kependudukan sehingga arah kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendataan juga perlu ditingkatkan. 





c. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Belum Optimal

	Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien yang dioptimalkan untuk belanja daerah yang memberikan kemanfaatan optimum bagi masyarakat. Data dasar sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan termasuk sumber Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan asset daerah dan sumber-sumber daya alam. Upaya-upaya untuk menggali sumber pendapatan melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan perlu dilakukan dengan lebih fokus agar ketergantungan daerah pada hasil pajak pemanfaatan sumber daya alam dapat dikurangi dan digantikan/ditambah dengan hasil pajak investasi dan nilai tambah industri berbasis sumberdaya alam terbarukan seperti bidang pariwisata serta potensi ekonomi lainnya.


6. ISU STRATEGIS DAERAH

a. Sustainable Development Goals (SDG’s)

	Semua daerah tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur tentu tidak dapat menghindarkan diri dari kesepakatan pelaksanaan SDGs, yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor  59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. Di samping itu, tugas pemerintah utamanya adalah menjamin peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil yang dilakukan secara merata dan berkelanjutan. 
Tujuan Global SDGs yaitu:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Program SDGs masih belum terealisasi sepenuhnya di Kalimantan Timur. Kinerja di setiap indikator SDGs masih perlu ditingkatkan guna mendukung meningkatnya angka riil di setiap indikator kesejahteraan masyarakat  khususnya pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

b. RPJMN 2015-2019

	Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional   2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini.

	Pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah menjadi mulai tahap sebagai negara berpendapaan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, arah pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030 (RPJPN 2000-2025).

	Berdasarkan arahan dalam RPJPN tersebut, pembangunan Indonesia periode 2015-2019 diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan guna menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan.
	
	Selain itu, reformasi pembangunan komprehensif yang dilaksanakan harus mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, nasional.  

c. National Determined Contributions (NDC’s)

	Indonesia merupakan negara yang sedang bertumbuh dengan demokrasi yang stabil dan populasi keempat terbanyak di dunia. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih terus meningkat selama dekade terakhir, sekitar 11% populasi Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia memproyeksikan pembangunan ekonomi setidaknya mencapai 5% per tahun guna menurunkan laju kemiskinan di bawah 4% pada 2025 sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang, antara lain “bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup yang layak dan sehat”. Mengingat dampak perubahan iklim mulai dirasakan, Indonesia masih terus mencari keseimbangan pembangunan dimasa kini dan masa datang serta prioritas pengentasan kemiskinan.

	Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dan hingga 41% apabila terdapat dukungan internasional dibandingkan terhadap scenario business as usual di tahun 2020. Posisi Indonesia secara geografis dalam global ocean conveyor belt (Thermohaline Circulation) sangat penting. Sebagai negara kepulauan terbesar dan hutan hujan tropisnya yang kaya akan keanekaragaman hayati, tingginya cadangan nilai karbon dan sumberdaya energi dan mineral, Indonesia dikenal akan perannya dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Namun, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang akan diperparah dengan terjadinya perubahan iklim, terutama di daerah dataran rendah diseluruh nusantara. Oleh Karena itu Indonesia memandang bahwa upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi berbasis lahan dan laut sebagai sebuah pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait pangan, air, dan energi. Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengadopsi NDCs ini ke dalam rencana aksi perubahan iklim. Dengan demikian, apa yang telah disepakati dan ditetapkan didalamnya harus mendapatkan perhatian di dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. 



d. Insentif Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH)

	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2017 tentang Insentif Ekonomi Lingkungan Hidup, setiap pelaku usaha atau pelaksana kegiatan wajib memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan). Pemerintah juga dimungkinan memberikan insentif dan diensentif serta menarik pajak dan retribusi lingkungan.  PP 46/2017 kembali menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk memiliki neraca sumber daya alam dan lingkungan dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau yaitu penghitungan perhitungan nilai tambah yang telah disesuaikan dengan nilai deplisi sumberdaya alam. Selain itu, kompensasi atau imbal jasa lingkungan antar daerah dan internalisasi biaya lingkungan hidup juga dimungkinkan untuk diterapkan dan dilaksanakan sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan ekosistem berdasarkan prinsip keadilan.

	Mekanisme lain yang diatur di dalam PP tersebut adalah terkait dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, sesuai Pasal 22, yang dapat disimpan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi atau lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait dana penanggulangan pencemaran atau kerusakan dan pemulihan lingkungan, dana bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun Pemerintah Daerah (APBD). Sedangkan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan, sumber dananya dapat berasal dari pajak dan retribusi lingkungan hidup. Penerapan insentif tersebut merupakan bagian dari upaya pemeliharaan lingkungan. Untuk itu Pemerintah Kalimantan Timur harus mulai memastikan instrumen mana yang harus mendapatkan prioritas untuk diterapkan guna menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak demi menjamin keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan Kalimantan Timur dalam jangka panjang. 

 
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Timur saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur 2005-2025 yaitu:  
“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipasif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
Dalam perencanaan tersebut, secara cermat telah ditetapkan tujuan dan target-target/sasaran pembangunan di setiap bidang/sektor pembangunan. Merujuk kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dibedah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, maka dalam dokumen perencanaan harus disusun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inti arah kebijakan RPJMD periode ketiga sebagaimana terlihat pada gambar berikut.












Gambar 3.1 Tahapan RPJPD Kalimantan Timur.
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Sebagaimana tampak pada gambar tersebut, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD periode keempat, meliputi:
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
2. Peningkatan Kualitas SDM 
3. Pemantapan Struktur Ekonomi
4. Peningkatan Pelayanan Dasar 
5. efisiensi dan efektivitas, pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
6. Konsistensi Penataan Ruang Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi
7. Menjaga Kualitas Lingkungan 
	Permasalahan dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
	Dalam penentuan Visi RPJMD, juga mengadopsi dari gabungan visi Kabupaten/Kota, seperti pada gambar berikut ini.









Gambar 3.2 Visi RPJMD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
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f. Visi Kaltim 2030
	Dalam merumuskan kebijakan dalam pembangunan periode 2018-2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menyelaraskan dengan periodesasi transformasi pembangunan daerah menuju visi “Kaltim Maju 2030”. Tujuan dari Kaltim Maju 2030 adalah untuk mencapai suatu harmonisasi antara pertumbuhan perekonomian daerah dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan. Selain permasalahan pembangunan perekonomian maupun isu kerusakan/degradasi lingkungan hidup, diperlukan juga transformasi menuju Green Economy sebagai tahapan penting sebagai capaian tahun 2030 nanti.
	Di dalam tahap pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 terdapat dua periodesasi untuk upaya pencapaian visi 2030 yakni periodesasi pengembangan kapasitas (2013-2015) dan periode peningkatan nilai tambah (2015-2020). Pada periode pengembangan kapasitas, strategi yang dikembangkan adalah penguatan kapasitas lokal dan SDM serta penyusunan rencana pengembangan dan penyiapan infrastruktur untuk mendukung pengembangan iklim bisnis bagi sektor industri. Pada periode ini diharapkan industri turunan migas, batubara dan pertanian diupayakan sudah dikembangkan melalui proses promosi dan investasi kawasan-kawasan industri dengan mengedepankan implementasi konsep Green Economy. 
	Pada periode peningkatan nilai tambah, strategi yang dikembangkan adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas); Persiapan pengembangan EBT; serta Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan perdagangan.

[bookmark: _GoBack]g.Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Narkoba)

	Dinamika bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan tak pernah lepas dari beragam persoalan dan tantangan. Dari sekian banyak persoalan yang ada, narkoba menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata. Perlahan tapi pasti, narkoba telah membunuh bibit-bibit unggul bangsa Indonesia. Tak kurang dari 4 juta orang di negeri ini dalam usia produktif yaitu 10-59 tahun terkontaminasi narkoba. Badan Narkotika Nasional RI, menyebutkan bahwa dari hasil penelitian pada 2016, diperoleh fakta yang mencengangkan, 1,9% kelompok pelajar dan mahasiswa, atau 2 dari 100 pelajar/mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Jelas hal ini menjadi lonceng pengingat bahaya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat nyata agar lost generation tidak terjadi akibat penggunaan obat terrlarang.
	Fakta dan data tentang peredaran narkoba yang massif sudah menjadi petunjuk yang sangat valid. Jika dilihat dari sisi peredarannya, pasokan narkoba yang begitu tinggi datang bertubi-tubi. Pada 13 Juli 2017 lalu saja, Polri meringkus sindikat narkoba internasional dengan barang bukti 1 ton jenis shabu (Metamfetamina). Tak lama berselang, tepatnya pada tanggal 26 juli 2017, BNN juga berhasil membongkar sindikat narkoba yang menyelundupkan shabu lebih dari 284,3 kg dari luar negeri.  Belum lagi ditambah dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNODC dalam world drug reports 2016 bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, telah terdeteksi sebanyak 644 total NPS yang dilaporkan oleh 102 negara, dan 66 jenis diantaranya telah masuk ke Indonesia dimana sebanyak 43 jenis telah dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika, sedangkan yang 23 jenis belum masuk atau dengan kata lain belum dapat diproses secara hukum.  

	Hasil penelitian pada tahun 2016 yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan bahwa, secara nasional Kalimantan Timur menduduki ranking ke-3 setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau (Kepri), dengan perkiraan jumlah penyalahguna sekitar 97.000 orang, terdiri dari pemakai coba-coba, teratur pakai dan pecandu. Ditambah lagi dengan maraknya narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Hal ini harus mendapat perhatian serius dan seksama, mengingat ancamannya terhadap kelangsungan hidup Bangsa Indonesia karena narkoba telah menyerang segala lapisan masyarakat, strata sosial dan pendidikan bahkan segala profesi dan juga rentang usia. Seluruh elemen bangsa harus bergerak dan melawan penyalahgunaan dan peredaran   narkotika.  Penguatan nilai manusia yang bermartabat, yang memahami dan memaknai tugas panggilan hidup individu maupun komunitas menjadi salah satu jalan untuk mengurangi godaan terhadap penyalahgunaan narkoba. 
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